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Gambar 3.1
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu yang berlokasi di Jl. Pahlawan No. 61, Lemahmekar, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat 45212. Dinas PUPR adalah yang mengelola terkait segala pembangunan yang ada di Kabupaten Indramayu.
[bookmark: _Toc140040900]3.1.1	Visi-Misi Dinas PUPR
Visi dan misi merupakan tujuan dan gagasan mengenai target-target jangka pendek dan target jangka panjang. Untuk tercapainya tujuan organisasi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi dalam pelaksanaan Visi dan Misi, yaitu:
A. Visi
Terwujudnya infrasruktur pekerjaan umum yang handal secara seimbang dan berkelanjutan selaras dengan peruntukan ruang.
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B. Misi
1. Mengelola Sumber Daya Air secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang handal, efektif, dan efisien.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berbasis pemberdayaan, kemitraan, dan kemandirian.
4. Mewujudkan Penataan Ruang Yang Serasi dan Seimbang.
[bookmark: _Toc140040901]3.1.2	Kedudukan, Tugas dan Fungsi
A. Kedudukan
Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
B. Tugas dan Fungsi
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
· Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
· Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
· Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
· Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
· Pelaksanaan pengelolaan UPTD; 
· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
C. Unsur Organisasi
Unsur organisasi Dinas terdiri dari:
· Pimpinan adalah Kepala;
· Pembantu Pimpinan adalah sekretaris dan Kepala Sub Bagian;
· Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kelompok Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana
[bookmark: _Toc140040902]3.1.3	Susunan Organisasi
A. Kepala
B. Sekretariat, membawakan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi
C. Bidang Sumber Daya Air, membawakan :
1. Kelompok substansi Irigasi
2. Kelompok substansi Konversi Sumber Daya Air dan Sungai
D. Bidang Bina Marga, membawakan :
1. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
2. Kelompok Substansi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
E. Bidang Bagunan dan Bina Konstruksi, membawakan :
1. Kelompok substansi Bangunan Gedung
2. Kelompok substansi Bina Konstruksi
F. Bidang Tata Ruang, membawakan :
1. Kelompok substansi perencanaan dan pemanfaatan ruang
2. Kelompok substansi pengendalian dan pengawasan ruang
G. UPTD
H. Kelompok Jabatan Fungsional
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Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

Gambar  3.2

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

[bookmark: _Toc140040904]3.1.5	Tugas-Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Kepala Dinas
a) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
· perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
· pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
· pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
· pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
· penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
· pelaksanaan pengelolaan UPTD;
· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat
a) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
b) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi;
c) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
· penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
· perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
· penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
· pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
· penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
· penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
· pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
· pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
· penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati
· pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
· pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas.
c) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi
· penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas;
· pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan;
· penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
· penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
· pengelolaan administrasi perlengkapan;
· pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
· penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan
a) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
b) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
c) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
· penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan Dinas;
· pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
· pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
· penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
· penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
c. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi

3. Bidang Sumber Daya Air
a) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
b) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang irigasi, konversi sumber daya air dan sungai, serta pengembangan dan pengelolaan air baku.
c) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
· perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi, konversi sumber daya air dan sungai, serta pengembangan dan pengelolaan air baku;
· pelaksanaan kebijakan teknis di bidang irigasi, konversi sumber daya air dan sungai, serta pengembangan dan pengelolaan air baku;
· pembinaan teknis di bidang irigasi, konversi sumber daya air dan sungai, serta pengembangan dan pengelolaan air baku;
· pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam Daerah;
· penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan Daerah;
· penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan Daerah;
· pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai;
· pelaksanaan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai, rawa, dan pantai;
· pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir dan kekeringan;
· pelaksanaan koordinasi pengendalian banjir dan kekeringan;
· pelaksanaan pengelolaan data dan informasi banjir dan kekeringan;
· pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air;
· pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air;
· pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air;
· pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber air irigasi;
· pelaksanaan bina operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada daerah irigasi;
· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
a. Kelompok Substansi Irigasi
b. Kelompok Substansi Konversi Sumber Daya Air dan Sungai

4. Bidang Bina Marga
a) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
b) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan.
c) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tata Teknis Irigasi mempunyai fungsi :
· perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
· pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
· pembinaan teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan dan rahabilitasi jalan dan jembatan;
· penyediaan jalan dan jembatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
· penyusunan rumusan kebijakan perencanaan jalan dan jembatan;
· penyusunan perencanaan kegiatan pengumpulan data dan analisa harga, perhitungan volume, dan pembuatan rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan, penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
· pelaksanaan kegiatan pengukuran teknik, pembuatan desain teknik, dan pengolahan data jalan dan jembatan;
· pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan rehabilitasi jalan dan jembatan;
· perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
· pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kondisi jalan dan jembatan; 
· pelaksanaan pengelolaan operasional dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
· penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
· penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam di bidang jalan dan jembatan;
· perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;
· pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
· pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
· pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
a. Kelompok Substansi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
b. Kelompok substansi pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan

5. Bidang Bangunan dan Bina Konstruksi
a) Bidang Bangunan dan Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
b) Kepala Bidang Bangunan dan Konstruksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang bangunan gedung, pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi.
c) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi: 
· perumusan kebijakan teknis di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi;
· pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi
· pembinaan teknis di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi;
· penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk persetujuan teknis pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung;
· penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
· penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah, termasuk persetujuan teknis pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung;
· penetapan persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
· pelaksanaan kegiatan penaksiran penilaian bangunan untuk keperluan pembebasan bangunan kegiatan/proyek; i. pelaksanaan pengusutan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan;
· pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan aturan serta penyelesaian sengketa bangunan; 
· pelaksanaan pengendalian bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
· pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan; m. pelaksanaan pembangunan dan pengelolan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Daerah;
· penetapan status gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
· pelaksanaan pemberian advis teknis dan bantuan pengelola teknis kepada perangkat daerah/instansi vertikal terkait perencanaan dan penaksiran bangunan gedung;
· penyediaan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
· penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat Daerah pada sistem informasi pembina jasa konstruksi;
· penyediaan layanan tertib usaha, monitoring dan evaluasi, tertib penyelengaraan kontruksi, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
· pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang bangunan gedung, pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
· pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang bangunan gedung, pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
· pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan gedung, pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
a. Kelompok substansi bangunan gedung
b. Kelompok substansi bina konstruksi

6. Bidang Tata Ruang
a) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 
b) Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan ruang.
c) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
· perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan ruang;
· pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan ruang;
· pembinaan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan ruang;
· pelaksanaan penyusunan pedoman penataan ruang kabupaten;
· pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten;
· pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang;
· pelaksanaan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
· pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, dan rencana detail tata ruang kabupaten
· pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang kabupaten;
· pelaksanaan penyusunan ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten;
· pelaksanaan penyusunan perangkat insentif dan disinsentif tingkat kabupaten
· pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
· pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran penataan ruang tingkat kabupaten
· pelaksanaan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat kabupaten; 
· pelaksanaan penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten
· pelaksanaan pengembangan data dan informasi bidang penataan ruang;
· pelaksanaan penataan dan penyiapan peta untuk perencanaan tata ruang;
· pelaksanaan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
· pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan ruang;
· pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan ruang;
· pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan ruang;
· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
a. Kelompok substansi perencanaan dan pemanfaatan ruang
b. Kelompok substansi pengendalian dan pengawasan ruang

7. UPTD
a) UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
b) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Kelompok Jabatan Fungsional
a) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
b) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok dan /atau Kelompok Substansi sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional yang kompeten.
c) Dalam pelaksanaan tugas koordinasi Kelompok Substansi, dapat ditunjuk pejabat fungsional sebagai Sub Koordinator.
d) Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
e) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada. 
f) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[bookmark: _Toc140040905]3.2	Metode Penelitian
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Penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara atau sudut pandang. Menurut pendekatan analisisnya penelitian dibagi atas 2 macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran umum dari pengelolaan arsip dinamis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan memberi penjelasan mengenai keadaan yang terjadi di lapangan seperti apa adanya.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia yang bertujuan untuk mengetahui “makna” (meaning) yang sebenarnya di balik fakta-fakta. Bodgan dan Taylor mengemukakan bahwa metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bondan dan Taylor (Moelong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang pelaku yang diamati. 
Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, dengan begitu peneliti dapat bertanya, menganalisis, dan mengkontruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui maksa yang tersembunyi untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.
Metode penelitian menurut Sugiyono (2003:1) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ilmiah harus dapat diuji validitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu suatu penelitian haruslah menggunakan metode-metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku, dengan memperhatikan kesesuaian kondisi lapangan tempat kerja praktik dilakukan. Adapun kegunaan dari penelitian berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat digunakan oleh manusia untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono (2003:2).
[bookmark: _Toc140040907]3.2.2	Desain Penelitian
Pada penelitian ini, metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan sesuatu kejadian atau fenomena pada obyek tertentu yang kemudian dianalisa, sehingga dapat diketahui permasalahannya.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukan bagaimana pengelolaan arsip dinamis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu.
[bookmark: _Toc140040908]3.3	Informan dan Teknik Pengumpulan data
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Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.Informan yang dipilih adalah yang dianggap dalam memberikan informasi mengenai Pengelolaan Arsip Dinamis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Pada penelitian kualitatif, istilah responden atau subyek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.
Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan data pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui tentang pelaksanaan pengelolaan kearsipan, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.
Sebagai informan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil dan tenaga honorer yang mengelola karsipan.
Untuk pemilihan informan dilakukan dengan cara dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagaian, yaitu (1) Pegawai Negeri Sipil, dan (2) Pegawai Honorer di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
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Pada saat melakukan penelitian, peneliti harus cermat dalam memilih orang-orang yang akan diwawancarai (informan). Peneliti ini mengambil informan sebanyak 4 orang yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Bidang Penataan Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, lalu ada Arsiparis Ahlimuda, juga ada dari Resepsionist yang menangani surat keluar dan surat masuk, serta ada bidang pelaksana.
Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive Sampling.Menurut Sugiyono (2016:85) Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Adapun yang menjadi informan yaitu:
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai Informan Kunci
2. Arsiparis Ahli Muda sebagai Informan Pendukung
3.  Resepsionist sebagai Informan Pendukung
4. Jabatan Fungsional sebagai Informan Pendukung
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Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi (Pengamatan)
Peneliti melakukan observasi untuk melihat gambaran kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan dan untuk menjawab pertanyaan.
Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.
Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh data yang lengkap dan dapat membantu penelitian ini. Peneliti berperan sebagai pengamat yang mencoba mempelajari dan memahami hal-hal yang terjadi dan berkenan dengan objek penelitian. Peneliti akan melakukan observasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
2. Wawancara
Wawancara merupakan istrumen penelitian utama dalam proses penelitian ini. Wawancara adalah pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya dengan bercakap-cakap secara tata muka.
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara mendalam dan terstruktur. Dengan adanya wawancara ini, peneliti melakukan pertanyaan yang sesuai indicator penilaian dengan objek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai Pengelolaan Arsip Dinamis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menangani arsip.
Pihak yang terkait dalam penelitian ini akan menjadi informasi dalam kegiatan wawancara yang dilakukan. Informasi atau narasumber penelitian adalah seseorang yang diwawancarai dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti/pewawancara.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berisi penjelasan dan penilaian terhadap informan yang diteliti yang dapat membantu penelitian ini. Baik dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan, maupun sumber-sumber yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup dan lain-lain.
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data nyata yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu tentang Sistem Pengelolaan Arsip Aktif bagian Administrasi Perkantoran Biro Umum di Kementrian Pekerjaan Umum, misalnya profil Kementrian Pekerjaan Umum, sistem pengelolaan arsip dan aplikasi yang digunakan dalam pencarian sistem arsip.
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Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep penelitian ke dalam dimensi kemudian masing-masing dimensi dijabarkan ke dalam beberapa parameter. 
Operasionalisasi konsep penelitian dibuat dalam bentuk tabel yang terdiri dari 3 kolom, yakni Konsep, Dimensi dan Parameter, dapat juga ditambahkan 1 kolom lagi yaitu sumber data, untuk menjelaskan apakah data yang diperoleh berasal dari wawancara, observasi, studi literatur atau dokumentasi. 
Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka aspek kajian penelitian yaitu dioprasionalisasikan atau dijabarkan ke dalam parameter dan indicator yang disajikan dalam bentuk Tabel Operasionalisasi Konsep Penelitian berikut :
Tabel 3.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian
	Variabel Penelitian
	Dimensi
	Parameter/Indikator

	Pengelolaan Arsip Dinamis Menurut Donni Juni Priansa dan Agus Garnida
	1. Penciptaan dan Penerimaan
	Arsip Dinamis dimulai dari penciptaan dan penerimaan dokumen yang merupakan awal dari siklus arsip. Dokumen itu dapat berupa surat, laporan, formulir, atau gambar.
1. Penciptaan
a. Menciptakan arsip dinamis yang baik dan benar
b. Mampu menggolongkan arsip dinamis yang diciptakan
c. Mendistribusikan arsip dinamis, baik secara internal dan eksternal organisasi dengan cepat dan teliti
d. Mencatat suratsurat pada buku agenda surat keluar
2. Penerimaan
a. Menerima arsip dinamis dengan baik dan benar
b. Mampu menggolongkan arsip dinamis yang diterima
c. Merespon dengan cepat dan teliti mengenai arsip dinamis yang diterima dari eksternal organisasi

	
	2. Tahap Distribusi
	Setelah ada penciptaan arsip, maka agar informasiya sampai kepada pihak/ orang/ sasaran yang dituju diperlukan adanya pendistribusian atau penyebaran informasi

	
	3. Penggunaan
	Setelah Pihak-pihak yang berkepentingan menerima arsip yang dimaksud, kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu sesuai maksud dan tujuan penciptanya.
1. Menggunakan asas penyimpanan yang sesuai dengan lingkup organisasi
2. Menggunakan sistem penyimpanan yang konsisten dan sesuai dengan lingkup organisasi
3. Menemukan kembali arsip dinamis dengan cepat
4. Menentukan retensi arsip
5. Menyimpan arsip dinamis sesuai dengan prosedur

	
	4. Pemeliharaan
	Arsip aktif yang sudah mengalami penurunan fungsinya, karena kegiatan sudah selesai kemudian menjadi inaktif tetapi harus dipelihara karena menjadi sumber informasi, sumber data, dan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban. Pada tahapan ini arsip dinamis diberkaskan menurut urutan atau susunan yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya pemberkasan surat masuk dapat menurut tanggal masuknya atau menurut masalahnya ataupun susunan lainnya. Kegiatan temu balik mengacu kepada penemuan informasi yang terdapat pada berkas yang diminta.
1. Memelihara arsip dinamis dengan baik dan benar
2. Menggunakan ruang penyimpanan arsip dinamis yang sesuai dengan standar
3. Dapat menentukan arsip dinamis yang harus dipelihar

	
	5. Pemusnahan
	Arsip dinamis inaktif yang sudah habis masa simpan dan tidak mempunyai nilai khusus yang dianggap permanen dapat dimusnahkan. Sehingga memenuhi ruangan penyimpanan serta tidak menimbulkan pemborosan. Sedangkan arsip permanen disimpan sebagai arsip statis yang dikelola oleh unit kearsipan.
1. Melakukan penilaian arsip dinamis
2. Menyusutkan arsip sesuai dengan JRA
3. Memusnahkan arsip dengan metode yang baik dan benar
4. Menyerahkan arsip dinamis kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan
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Menurut Moleong (2007:320) Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsure yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.
Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007:270)
Teknik pemeriksaan keabsahan data merupkan teknik yang dipakai untuk memeriksa dan membandingkan keabsahan dari suatu data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara antara informan satu dengan informan yang lain. Sedangkan triangulasi dengan metode dilakukan dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) serta data dari dokumentasi. Data akan dikategorikan valid apabila telah terjadi keajegan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode.
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Menurut Miles dan Hubermen (2009: 16) menyatakan bahwa analisis data kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atauyang dideskripsikan.Pada saat memberikan makna pada data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis data meliputi:
1) reduksi data,
2) display/penyajian data.
3) mengambil kesimpulan/verifikasi.
Menurut Milles dan Huberman ada dua jenis analisis data, yaitu:
1. analisis mengalir (flow analysis): dalam analisis mengalir, tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara mengalir dengan proses pengumpulan data dan saling bersamaan.
2. analisis interaksi (interactive analysis): dalam analisis interaksi komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka ketiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) berinteraksi.
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan analisis yang kedua yaitu teknik analisis interaksi dengan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut :
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Data dari hasil wawancara semua informan dikelompokkan sesuai pertanyaan wawancara yangsama.Data kemudian digolongkan, diarahkan, dipilih, atau dibuang yang tidak perlu kemudian disimpulkan garis-garis besar hasil dari wawancara yang selanjutnya dikelompokkan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang berkaitan
2. Data Display/Penyajian Data
Menurut Miles dan Huberman (2009:17) Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.Adapun penyajian yang baik merupakan suatu cara yang pokok bagi analisis kualitatif yang valid. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara (transkip) yang meliputi perencanaan arsip (planning), langkah-langkah dalam pengelolaan arsip (organizing), pengendalian arsip (actuating) dan pengawasan arsip (controlling), Indikator yang akan dikaji tersebut dibuatkan transkrip yang telah diberi kode HW yang berarti hasil wawancara, CL yang berarti catatan lapangan, dan beberapa dokumentasi dari pengelolaan arsip dari masing-masing Subbagian tempat menyimpan arsip.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman (2009:19), hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.Secara sederhana makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekuatan, dan kecocokannya, yakni yang merupakan. validitasnya.Kesimpulan ini harus sesuai dengan beberapa data berupa prosedur kerja, fasilitas, penataan ruang dan petugas kearsipan data berupa prosedur kerja, fasilitas, penataan ruang dan petugas kearsipan.Semua data yang telah direduksi dan disajikan, maka dibuat verifikasi.Jika tidak verifikasi tersebut tidak berubah.Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjadlin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umun yang disebut analisis.
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Tabel 3.2
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